BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan.

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan dan analisis penelitian tentang
Kewenangan Desa Dalam Menertibkan Pemeliharaan Hewan Ternak di Desa
Eban, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, maka
disimpulkan kewenagan desa masih berupa himbauan belum dikeluarkannya
peraturan desa atau pun regulasi terkait penertiban hewan ternak. Adapun
perincian kesimpulan perindikator adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul.

Kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang
merupakan warisan yang masih hidup, misalnya pengelolaan tanah ulayat
dan kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat. Prakarsa desa
atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan
masyarakat, seperti inisiatif atau kesadaran dari masyarakat desa untuk
megambil suatu keputusan atau kebijakan.

Dalam kewenangan berdasarkan hak asal-usul ini Masyarakat Desa
Eban mengikat dan mengkandangkan hewan ternak sesuai dengan
prakarsa atau inisiatif, serta memberi pagar pada kebun agar terhindar dari
hewan ternak yang terlepas tanpa sengaja maupun yang sengaja dilepas di
samping itu juga, tujuan dibuatnya pagar juga sebagai simbol atau tanda
pembatas atas kepemilikkan lahan. Walaupun tidak ada regulasi ataupun
peraturan desa mengenai penertiban hewan ternak tetapi masyarakat Desa

Eban sudah menjalankan dengan baik, memahami dan sadar akan
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pentingnya memberi kandang, mengikat hewan ternak, agar hewan ternak
tidak dapat merusak wilayah perkebunan dan bedeng milik warga lain.

2. Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur
dan mengurus kepentingan desa yang telah dijalankan oleh desa, misalnya
mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat, seperti mengeluarkan suatu
regulasi demi kenyamanan dan keamanan masyarakat desa atau mampu dan
efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan
prakarsa masyarakat desa.

Dalam kewenangan lokal berskala desa ini, Masyarakat Desa Eban
menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Desa Eban untuk mengeluarkan
peraturan atau regulasi tentang penertiban pemeliharaan hewan ternak serta,
adanya inovasi Pemerintah Desa Eban dalam mengambil tindakan untuk
menertibkan pemeliharaan hewan ternak melalui suatu regulasi atau peraturan
agar hewan ternak milik masyarakat harus diikat ataupun dikandangkan guna
tercapainya keamanan dan ketenteraman di tengah masyarakat. Inti dari
semua ini agar Masyarakat menertibkan pemeliharaan hewan ternak sehingga
tidak terjadinya hewan ternak yang merusak kebun, bedeng dan memasuki
kintal warga lain. Sebelumnya masyarakat telah menyampaikan aspirasi
untuk dikeluarkannya sebuah peraturan atau regulasi tentang penertiban
pemeliharaan hewan ternak, tetapi sejauh ini masih berupa himbauan dari

Pemerintah Desa.
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6.2 Saran.
>

Untuk Pemerintah Desa Eban agar tetap mengeluarkan sebuah
peraturan atau regulasi walaupun sudah ada upaya dari Pemerinrah
Desa Eban berupa himbauan kepada Masyarakat Desa Eban untuk
mengikat, mengkandangkan hewan ternak serta memberi pagar pada
wilayah dari perkebunan. Dengan dikeluarkannya sebuah regulasi atau
peraturan tentang penertiban pemeliharaan hewan ternak agar dapat
mengantisipasi apabila terjadi suatu pelanggaran yang tidak bisa
diselesaikan antara kedua bela pihak di masyarakat agar dapat
diselesaikan melalui peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah
Desa Eban.

Untuk Masyarakat Desa Eban agar tetap mempertahankan perilaku
dan kesadaran akan mengkandangkan dan mengikat hewan ternaknya
masing-masing dan juga tradisi dalam memberi pagar pada wilayah
perkebunan, agar terciptanya keamanan dan kenyamanan bagi

lingkungan dan masyarakat di Desa Eban.
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